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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25/PMK.07/2021 

TENTANG 

PENETAPAN KURANG BAYAR, LEBIH BAYAR, DAN ALOKASI SEMENTARA 

KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil 

termasuk kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil 

pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak 

bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019 telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan 

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020; 

b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan 

data realisasi pajak bumi dan bangunan sektor 

pertambangan minyak bumi dan gas bumi Tahun 

Anggaran 2019 sehingga perlu menetapkan kembali 

kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, 

untuk mempercepat penyelesaian kurang bayar dana 

bagi hasil, Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi 
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sementara kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan 

Tahun Anggaran 2020; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan 

Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021, rincian kurang bayar dana bagi hasil 

menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan 

Pasal 35A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Kurang 

bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara dana bagi hasil 

menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi 

Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 

2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

www.peraturan.go.id



2021, No. 227 
-3- 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6570); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 266); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681); 

 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PENETAPAN KURANG BAYAR, LEBIH BAYAR, DAN 

ALOKASI SEMENTARA KURANG BAYAR DANA BAGI 

HASIL PADA TAHUN 2021. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan 

negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

2. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut 

Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung 

berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah 

disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis 

realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 

3. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut 

Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung 

berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah 

disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis 

realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 

 

Pasal 2 

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan alokasi sementara 

Kurang Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2019; 

b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018; 

c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019; dan 

d. alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 

2020. 

 

Pasal 3 

Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 

2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 

Rp3.438.757.281.416,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh 

delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus 

delapan puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), 

terdiri atas: 
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a. Bagian Daerah sebesar Rp3.317.353.017.726,00 (tiga 

triliun tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh 

tiga juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh enam 

rupiah); dan 

b. Biaya Pemungutan sebesar Rp121.404.263.690,00 

(seratus dua puluh satu miliar empat ratus empat juta 

dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan 

puluh rupiah). 

 

Pasal 4 

Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 

Rp6.613.096.183.770,00 (enam triliun enam ratus tiga belas 

miliar sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga 

ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas: 

a. Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar 

Rp1.264.319.072.730,00 (satu triliun dua ratus enam 

puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh 

puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri 

atas: 

1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 

Rp890.436.897.525,00 (delapan ratus sembilan puluh 

miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan 

ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua 

puluh lima rupiah); dan 

2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 

sebesar Rp373.882.175.205,00 (tiga ratus tujuh 

puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua 

juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima 

rupiah); 

b. Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 

Rp513.628.250.218,00 (lima ratus tiga belas miliar enam 

ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu 

dua ratus delapan belas rupiah), terdiri atas: 

1. Bagian Rata sebesar Rp665.572.598,00 (enam ratus 

enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua 

ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah); 
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